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ABSTRAK ARTICLE INFO 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan proses 
pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cianjur, serta untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penghambat dalam 
proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Sedangkan jenis Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
dengan cara study pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa proses pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIB Cianjur sudah menunjukan hasil yang cukup baik. Namun masih 
terkendala pada beberapa faktor penghambat seperti sarana dan prasarana 
pengamanan, serta alokasi dana yang kurang untuk pemenuhan fasilias 
pengamanan di Lapas Kelas IIB Cianjur. 
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PENDAHULUAN 

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.1 Lembaga 
Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem 
peradilan pidana. Lapas adalah tempat memperoses (memperbaiki) seseorang dimana 
input maupun output-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai “penjahat”. Lapas tidak 
mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang 

 
1 Indonesia, R. (1995). UU 12 tahun 1995. www.bphn.go.id 
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membedakan lapas dengan institusi-institusi lainnya seperti perusahaan atau organisasi 
kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu. 

Namun dalam pelaksanaan proses pembinaan di Lapas sering terjadinya gangguan 
keamana seperti terjadinya keributan dan pelarian yang terjadi pada tanggali 11 April 
2020 di Lapas kelasi IIA Manado Sulawesii Utara terjadi keributani di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dipicui oleh Seorang wargai binaan yang memintai dibebaskani 
sesuai peraturan menterii hukum dan Hami nomor 10 tahun 2020 . para wargai binaan 
narkobai merasa di anaki tirikan sehingga memintai disamakani dengan wargai binaan 
lainnya artii warga binaani tindak pidanai umum lainnya, Selaini itu pemicui keributan 
lainnya yaitu petugasi Lapas khawatiri mengenai wabah covid-19i maka darii itu tidak 
mengizinkani salah satu wargai binaan untuk melayati orang tuanya yangi meninggal 
dunia.i Karena padai dasarnya melayat keluargai kandung seperti adik,i kakak serta orang 
tuai merupakani hak seorang narapidanai untuk mengunjungii ketika keadaani 
meninggal. 

Urgensii diterapkannyai proses pengamanan di lembaga pemasyarakatani sangat 
perlu untuki ditingkatkani guna meningkatkani kualitas pengamanani di lembaga 
pemasyarakatan agar meminimalisir terjadinyai gangguan Kamtibi seperti pelarian yang 
terjadii di lembaga pemasyarakatani kelas 1 Tangerangi yang serta meningkatkani 
kualitas Lembaga Pemasyarakatani dalam menjalankan pembinaani serta 
pembimbingani di lembaga pemasyarakatani guna menyadari kesalahan, menyadarii 
kesalahannya dan tidak mengulangii sesuatu yang telah dibuat serta dapat kembali 
kepada lingkungan masyarakati yang sesuaii dengan tujuani dari undang-undangi 
Pemasyarakatani Nomor 12 Tahun 1995.i  

Dengan keadaan over crowded pada Lembaga Pemasyarakatan akan sangat 
berpengaruh terhadap kondisi keamanan Lapas, karena dengan keadaan seperti ini untuk 
menghirup oksigenpun saling berebut karena keadaan kamar hunian yang sangat 
bertumpuk serta tidur pun harus saling bergantian karena saking padatnya kondisi kamar 
hunian. Dengan keadaan demikian Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sangat 
berkemungkinan besar untuk terjadinya gangguan kamtib. 

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia perlu 
meningkatkan serta melaksanakan aturan dan SOP yang ada, agar proses pengamanan 
yang di laksanakan di Lapas dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan bagaimana proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk 
mencegah terjadinya gangguan kamtib seperti keributan dan pelarian serta bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses 
pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB CIanjur. 

Penilitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan 
pengambilan data menggunakan studi pustaka (library research), dengan jenis penelitian 
hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas hukum, 
sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum. Namun pada kali ini penulis lebih tertarik 
lagi mengkaji terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan 
terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau 
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bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder.2 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data 
sekunder. Adapun data sekunder di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2, 
yakni: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri 
dari: 

• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
• Permenkumham No 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lapas dan 

Rutan 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai  bahan hukum primer, misalnya: 

• Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan 
pengamanan Lapas 

• Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan pengamanan 
Lapas 

Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian 
tersebut. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pentingnya Proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur 

PengamananiLembagaiPemasyarakatanimengacuipadaivisiNegaraiRepublik 
IndonesiaiyangidirumuskanipadaipembukaaniUUDi1945. Padai pembukaan undang-
undangi dasar tahuni 1945 dinyatakani bahwa tujuani negara Indonesia untuki 
melindungii segenapi bangsa Indonesia,i memajukan kesejahteraani umum 
mencerdaskani kehidupan bangsai dan ikut melaksanakani ketertiban duniai demi 
mewujudkani keadilan sosiali bagi seluruhi rakyat Indonesia, begitupuni pada Lembagai 
pemasyarakatan didalamnyai terdapati Narapidana yang merupakani anggota 
masyarakati yang mempunyai haki untuk mendapatkani pelindungan keamanan3i 

menuruti undang-undangi Pemasyarakatani pasal 1 angka 3 Lapas merupakani 
tempat untuki melaksanakan pembinaani narapidanai dan anak didiki Pemasyarakatan.i 
Sistem Pemasyarakatani di samping bertujuani untuk mengembalikani warga binaan 
Pemasyarakatani sebagai wargai yang baiki namun jugai bertujuan untuki melindungii 
masyarakat terhadapi kemungkinan diulangnyai tindak pidana olehi warga binaan 
Pemasyarakatan,i serta merupakan penerapani dan bagiani yang tak terpisahkani dari 
nilai-nilaii yang terkandung dalami Pancasila.4i 

 Selain itui Lembaga Pemasyarakatani merupakani suatu institusii pemerintahi 
yang sangati rentan akan terjadinyai sebuah pelanggarani kerusuhan dan penyimpangani 

 
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 

2006, hlm. 62. 
3 Nri.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
4 Ningrum, R. A. (2016). Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga permasyarakatan di indonesia. Urgensi 

Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. 

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/750/737 
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lainnya yang mengancami keamanan yang bersifati individuali maupuni kelembagaani 
dengani ini sangati pentingi akan peran petugasi pengamanan untuk menjagai stabilitasi 
keamanan agari situasi dan kondisii Lembagai Pemasyarakatani tetap kondusifi karena 
Ketikai suatu lembaga pemasyarakatani situasi dan kondisii yang tidaki aman makai 
pembinaan sebagai wujudi dari programi untuk mengembalikani narapidanai yang 
tersesati kembali kepadai jalan yang benari serta mengembalikani dani membaurkani 
narapidana di lingkungani masyarakati sebagai manusiai seutuhnyai dan merubahnya 
menjadii manusia yang lebihi baik sebagaii wujud dari tujuani Pemasyarakatan makai 
dari itu erat kaitannyai antara fungsi keamanani lapas dengani keberhasilani pembinaani 
yang ada di Lapas.i 

Lembagai Pemasyarakatani sebagai institusii reintegrasii sosiali merupakan 
tempati untuk mengembalikani narapidanai kembali bersosialisasii di tengah 
masyarakati sebagai manusiai seutuhnyai dan menyadarii kesalahani hali ini tertuangi 
dalam pasal 2i undang-undangi Nomor 12 Tahuni 1995 tentang Pemasyarakatan,i namun 
dalami proses pembinaani dibutuhkannyai situasi dan suasanai kondusifi di lembagai 
pemasyarakatani agar terciptanyai suasanai yang kondusifi dibutuhkan keadaani yang 
amani serta tertib.i Ketikai adanyai sebuah gangguani keamanani dan ketertibani maka 
kegiatani pembinaani yangi dilakukani di dalam lembagai pemasyarakatani akan 
terganggui dan tidaki akan maksimali maka dari itui pemeliharaani keamanani 
merupakani suatui hali yang sangati pentingi yang harus diterapkani di dalami Lapas 
gunai melindungi penghuninyai baik Narapidanai maupun petugas.i 

Makai dari itui aspeki keamanan sangati perlu untuki diperhatikani karena aman 
ataui tidak amannyai suatu lembagai pemasyarakatani akan berpengaruh terhadapi pola 
pembinaani yang diterapkani dan akaniberpengaruhi pada setiap aspeki yang ada.i  

B. Pelaksanaan proses Pengamanan  yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIB Cianjur sesuai dengan SOP Pengaturan pengamanan. 

Pelaksanaani proses pengamanani di Lembaga Pemasyarakatani yang baiki harus 
sesuai dengani Permenkumham no 33i tahun 2015 tentangi pengamanan padai Lembaga 
Pemasyarakatani dan Rumah tahanani Negara menyatakani sebagaii berikut :  

Pasal 6 : Penyelenggaraani Pengamanan sebagaimanai dimaksud dalami Pasal 4 
ayati (1) mencakupi kegiatan:i  a. pencegahani   b. penindakan  dani c. pemulihan.i 

Pasal 7  :i  Dalam melaksanakani Pengamanan padai Lapas atau Rutani harus 
dilengkapi dengani sarana dan prasaranai Pengamanan.i 

Pasal 8i  :  Pencegahani Gangguan Keamanani dan Ketertibani pada Lapasi ataui 
Rutan, meliputi:i 

a. pemeriksaani pintu masuki  b. Penjagaani  c. Pengawalani  d. Penggeledahani e. Inpeksii  
f. Kontroli  g. kegiatan Intelijeni  h. pengendalian peralatani  i. pengawasan 
komunikasii  j. pengendalian lingkungani   k. pengunciani  l. penempatan dalam 
rangka Pengamanani  m. investigasii dan reka ulangi  n. tindakani lain sesuai dengani 
ketentuani peraturan perundang-undangan.i 

Pasal 9 
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1. Pemeriksaani terhadap pintu masuki sebagaimanai dimaksud dalami Pasal 8 huruf a 
merupakani pemeriksaan administrasii yangi dilakukani terhadapi orang yangi akan 
memasukii halamani Lapas atau Rutan.i 

2.  Pemeriksaani sebagaimanai dimaksud padai ayat (1)i dilakukan oleh Satuani 
Pengamanan.i 

Dalami pelaksanaannya proses pengamanani di Lembagai Pemasyarakatan Kelas 
IIB Cianjur sudah cukup baik untuk memenuhi standar pengamanan sesuai 
permenkumham no 33 Tahun 2015. Namun masih ada beberapa factor yang yang 
menyebabkan proses pengamanan belum bisa terlaksana dengan maksimal hal ini 
disebabkan oleh beberapa factor diantaranya ketersediaan fasilitas penunjang keamanan.  

Dengan demikian untuk memaksimalkan proses pengamanan pada Lembaga 
Pemasyarakatan kelas IIB Cianjur perlu ditingkatkannya fasilitas pengamanan seperti 
CCTV pada setiap sudut Lapas, serta alat deteksi barang disediakan di bagian pintu 
penjagaan utama untuk mendeteksi barang apa saja yang masuk ke dalam Lapas untuk 
meminimalisir masuknya barang terlarang seperti narkotika dan senjata tajam. 

C. Pelaksanaan pengamanan Lapas berdasarkan Undang-undang 
Pemasyarakatan 

Prosesi pengamanan merupakani hal yang wajibi untuk dilaksanakani tanpa 
terkecualii karena kondisi keamanani Lapas akan berdampaki pada proses pembinaan 
terhadap Narapidana, karena dengan keadaan Lapas yang tidak aman mustahil akan 
berjalannya pembinaan yang sesuai dengan harapan yang tertuang pada Undang-undang 
No 12 Tahun 1995. 

Secara khusus pelaksanaan proses pengamanan telah diatur dalam berbagai 
instrument hukum Nasional antara lain :  

1. Undang undang No 12 Tahun 2015 Tentang pemasyarakatan 
Pasal 46 :  

Kepalai LAPAS bertanggungi jawab atas keamanani dan ketertiban di LAPAS yang 
dipimpinnya.i 
 
Pasal 47 
1. Kepalai LAPAS berwenangi memberikani tindakan disiplini atau menjatuhkani 

hukuman disiplini terhadap Wargai Binaan Pemasyarakatani yang melanggar 
peraturani keamanani dan ketertibani di lingkungan LAPASi yang dipimpinnya.i 

2. Jenisi hukuman disiplini sebagaimanai dimaksud dalam ayati (1) dapat berupa:i 
a. tutupani sunyi palingi lama 6 (enam)i hari bagi Narapidanai atau Anaki Pidana 
b. menundai atau meniadakani hak tertentui untuk jangkai waktui tertentui sesuaii 

dengan peraturani perundang-undangani yang berlaku.i 
3. Petugasi pemasyarakatani dalam memberikani tindakan disiplini atau menjatuhkani    

hukuman disiplin sebagaimanai dimaksud dalam ayati (1) wajib: 
a. memperlakukani Warga Binaani Pemasyarakatan isecara adili dan tidak bertindaki   

sewenang-wenangi 
b. mendasarkani tindakannyai pada peraturani tata tertibi LAPAS.i 
4. Bagii Narapidanai atau Anaki Pidana yang pernahi dijatuhi hukumani tutupani sunyii 

sebagaimanai dimaksud dalami ayat (2)i huruf a, apabilai mengulangi pelanggarani 
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atau berusahai melarikani diri dapati dijatuhii lagi hukumani tutupan sunyii paling 
lamai 2 (dua) kali 6i (enam) hari.i 

Dalam pelaksanaannya Lapas Kelas IIB Cianjur menerapkan hukuman disiplin terhadap 
para Narapidana yang melanggar ketentuan dengan dimasukannya di sel khusus 
sebagai teguran agar narapidana tersebut tidak melakukan kembali pelanggaran 
yang pernah dilakuakan. 

Pasal 48  :  Padai saat menjalankani tugasnya, petugasi LAPAS diperlengkapii dengani 
senjata api dan sarana keamanan yang lain. 

Pasal 49  :     Pegawaii Pemasyarakatani diperlengkapii dengan saranai dan prasaranai 
lain sesuaii dengan kebutuhani dan peraturani perundang-undangani yang berlaku. 

Dalam pelaksanaan tugasnya para petugas dilengkapi sarana dan prasarana pendukung 
yang diguankaan untuk proses pengamanan seperti CCTV yang berguna untuk 
memudahkan dalam memantau sistuasi Lapas, serta dalam mengecek apa saja barang 
yang masuk kedalam lapas dengan menggunakan X-ray dan body scanner. Dalam 
pada Lapas Cianjur pengguanaan CCTV belum seluruhnya tersebar pada setiap sudut 
Lpas serta pengguanaan Body scanner yang belum tersedia yang berkaitan dengan 
tidak cukupnya anggaran untuk membeli peralatan. 
 

Pasal 50  :  Ketentuani mengenaii keamanan dan ketertibani LAPASi diatur lebihi lanjut 
dengani Keputusani Menteri.i  

2. Permenkumham No 33 Tahun 2015 Tentang pengamanan pada Lapas dan 
Rutan 

1. Lembagai Pemasyarakatani yang selanjutnyai disebut Lapasi adalah tempati untuk 
melaksanakani pembinaani Narapidanai dan Anaki Didik Pemasyarakatan.i  

2. Rumahi Tahanani Negarai yang selanjutnyai disebut Rutani adalah tempati tersangkai 
atau terdakwai ditahan selamai proses penyidikan,i penuntutan,i dan pemeriksaani 
di sidang pengadilan.i  

3. Narapidanai adalahi terpidanai yangi menjalani pidanai hilangi kemerdekaani di dalam 
Lapas.i  

4. Tahanani adalah seorangi tersangkai atau terdakwai yang ditempatkani di dalami 
Rutan.  

5. Petugasi Pemasyarakatani adalahi Pegawai Negeri Sipili yang melaksanakani tugas di 
bidang Pemasyarakatan.i  

6. Pengamanani Lapas atau Rutani yang selanjutnyai disebut Pengamanani adalah segala 
bentuki kegiatani dalam rangkai melakukani pencegahan,i penindakani dan 
pemulihani terhadapi setiap gangguani keamanani dan ketertibani di Lapasi atau 
Rutan.i  

7. Satuani Pengamanani adalah unit yangi memilikii tugas melakukani pencegahan, 
penindakan,i penanggulangani dan pemulihani gangguan keamanani dan ketertibani 
di Lapasi dan Rutan.i  

8. Kepalai Satuan Pengamanani adalah petugasi pengamanani yang beradai dibawah dan 
bertanggungi jawab langsungi kepadai Kepalai Lapasi atau Rutan.i 

Pada BAB IIi PENYELENGGARAANi PENGAMANANi di terangkan pada: 

Pasal 2  

1. Menterii berwenangi menyelenggarakani Pengamanan.i  



 
 Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020 

289 
 

2. Kewenangani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) dilaksanakani oleh Direkturi 
Jenderali Pemasyarakatan.i  

3. Direkturi Jenderali Pemasyarakatani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (2) 
melimpahkani kewenangani pelaksanaani Pengamanani kepada Kepalai Divisii 
Pemasyarakatani melalui Kepala Kantori Wilayahi Kementeriani Hukumi dani Hak 
Asasii Manusia.i  

4. Kepalai Divisii Pemasyarakatani sebagaimana dimaksudi pada ayati (3)i 
melimpahkani kewenangani dan tanggungi jawabi pelaksanaani Pengamanani 
kepadai Kepalai Lapasi atau Rutan.i  

Pasal 3  

1. Dalami menyelenggarakani Pengamanani sebagaimanai dimaksudi dalami Pasal 2 
dapati dibentuk satuani tugasi keamanani dan ketertiban.i  

2.  Pembentukani satuani tugasi keamanani dan ketertibani sebagaimanai dimaksud 
padai ayat (1) dilakukani oleh:i  

a. Direkturi Jenderali Pemasyarakatani untuki satuani tugas keamanani dan ketertibani 
di tingkati pusat  

b. Kepalai Kantori Wilayahi Kementeriani Hukumi dan Haki Asasi Manusiai untuk 
satuani tugas keamanani dan ketertibani di tingkati wilayahi provinsi.i  

Pasal 4  

1. Pengamanani dilaksanakani berdasarkani klasifikasi:i  
a. Pengamanani sangati tinggii 
b. Pengamanani tinggii  
c. Pengamanani menengahi 
d. Pengamanani rendah.i  
2. Klasifikasii Pengamanani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) didasarkani pada:  
a. polai bangunani 
b.  pengawasan.i  
3. Pelaksanaani klasifikasii Pengamanani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (2) 

meliputi:i  
a. Pengamanani sangati tinggii dilengkapii dengani pemagarani berlapis,i pos menara 

atas,i pos bawah,i penempatan terpisah,i pengawasan closedi circuiti television,i 
pembatasan gerak,i pembatasani kunjungani dan pembatasani kegiatani pembinaan,i 
sertai pengendaliani komunikasii  

b. Pengamanani tinggii dilengkapii dengani pemagarani berlapis,i pos menarai atas 
penempatani terpisah atau bersama,i pengawasani closed circuiti television, 
pembatasani gerak,i pembatasani kunjungan,i dan kegiatani pembinaani  

c. Pengamanani menengahi dilengkapii dengan pemagarani minimali 1 (satu)i lapis, 
penempatani terpisahi atau bersama,i pengawasani closedi circuiti television,i 
pembatasani kunjungani dan pembatasani kegiatani pembinaani dani  

d. Pengamanani rendahi tanpai pemagarani berlapis,i penempatani terpisahi dan 
bersama,i pengawasani closed circuiti televisioni dan pembatasani kegiatani 
pembinaan.i  

Lapasi Kelas IIB Cianjur dikategorikan sebagai Lapas dengan klasifikasi lapas 
dengan pengamanan menengah yang sesuai dalam pembagian klasifikasi paada 
premenkumham no 33 Tahaun 2015 pada pasal 4 tentang klasifikasi pengamanan Lapas. 
Pengklasifikasian Lembaga pemasyarakatan berdasarkan struktur bangunan serta 
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struktur pengamanan yang ada Pada Lapas. Selain itu klasifikasi Narapidana seperti 
lamanya masa tahanan. 

Pasal 5  :  

 Dalami menyelenggarakani Pengamanani terhadapi Narapidanai dan Tahanani wanitai 
dilakukani dengan mengutamakani keberadaani petugas wanita.i  

Pasal 6  

Penyelenggaraani Pengamanani sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 4 ayati (1) 
mencakupi kegiatan:i  

a. pencegahani  
b. penindakani  
c. pemulihan.i 

Dalam proses pengamanaan Lapas Kelas IIB Caianjur melakukan pencegahan 
terjadinya gangguan kamtib dengan melakukan penguatan pengamanan serta 
peningkatan fasilitas pengamanan dengan menambah sumber cahaya peneranagan guana 
meminimalisir terjadian pelarian yang dilakukan Narapidana. Serta fasilitas pendukung 
lainnya  

Selain itu penindakan selalu dilakukan oleh Lapas kelas IIB Cianjur kepada warga 
binaan yang melakukan pelanggaran seperti berkelahi, menggunakan Narkotika dll 
dengan cara memasukannya ke Sel serta memasukannya pada register F. 

Pasal 7  

Dalami melaksanakani Pengamanani padai Lapasi atau Rutani harus dilengkapii 
dengan saranai dan prasaranai Pengamanan.i Bagiani Keduai Pencegahani  

Pasal 8  

Pencegahani Gangguani Keamanani dan Ketertibani pada Lapasi atau Rutan,i meliputi:i  

a. pemeriksaani pintui masuki 
b. Penjagaani  
c. Pengawalani  
d. Penggeledahani  
e. Inpeksii  
f. Kontroli  
g. kegiatani Intelijeni  
h. pengendaliani peralatani 
i. pengawasani komunikasii  
j. pengendaliani lingkungani  
k. pengunciani 
l. penempatani dalam irangkai Pengamanani  
m. investigasii dani rekai ulangi 
n. tindakani laini sesuaii dengani ketentuani peraturani perundang-undangan.i  

Pasal 9  
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1. Pemeriksaani terhadapi pintui masuki sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 8 
hurufi a merupakani pemeriksaani administrasii yang dilakukani terhadapi orangi 
yang akani memasukii halamani Lapasi atau Rutan.i 

2. Pemeriksaani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1)i dilakukani olehi Satuani 
Pengamanan.i 

Pasal 10  

1. Penjagaani sebagaimanai dimaksudi dalam iPasal 8 hurufi b dilakukani di:  
a. pintui gerbangi halamani  
b. pintui gerbangi utamai 
c. pintui Pengamanani utama; 
d. ruang kunjungan;  
e. lingkungani bloki huniani 
f. bloki huniani 
g. posi menarai atasi  
h. areai lainnyai yang ditetapkani olehi Kepalai Lapasi ataui Rutan.i  
2. Penjagaani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) dilakukani oleh Regu 

Pengamanan.i 

Pada proses penagmanan lapas Cianjur membuat regu jaga dalam setiap pos penjagaan 
yang tertera pada pasal 10 ayat 1 secara bergiliran. 

Pasal 11  

1. Pengawalani sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 8 huruf c dilakukani terhadap 
Narapidanai atau Tahanani pada saati:  

a. izini luari biasai  
b. cutii mengunjungii keluargai  
c. asimilasidi rosesi peradilani  
e. pemindahani  
f. perawatani medisi di luari Lapasi atau Rutani  
g. kebutuhani lainnyai sesuai dengani ketentuani peraturani perundangundangan. 
2. Pengawalani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) dilakukani oleh Satuani 

Pengamanani atas izini dari Kepalai Lapasi atau Rutan.i  

Pada proses penagawalan Lapas Kelas IIB Cianjur melakukannya kepada setiap 
wargabinaan yang melakukan izin kelluar dengna berbagai alasan yang tertera diatas 
dengan didampingi oleh Staf KPLP sebagai penagaman untuk mencegah terjadinya 
pelarian. 

Pasal 12  

1. Penggeledahani sebagaimanai dimaksudi dalam Pasali 8i huruf idi meliputi:i  
a. Penggeledahani badani 
b. Penggeledahani barangi  
c. Penggeledahani seli  
d. Penggeledahani area i 
e. Penggeledahani kendaraan.i  
2. Penggeledahani sebagaimanai dimaksudi padai ayat (1)i dilakukani oleh:i  
a. anggotai Satuani Pengamanani dan pegawaii yang ditunjuki  
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b. satuani tugasi keamanan idan ketertibani darii Divisii Pemasyarakatani pada Kantori 
Wilayahi Kementeriani Hukumi dan Haki Asasii Manusiai  

c. satuani tugasi keamanani dani ketertibani darii Direktorati Jenderali Pemasyarakatan.i 

Pasal 16  

1. Pengendaliani peralatani sebagaimanai dimaksud idalam Pasali 8 hurufi h dilakukani 
dengan mengelolai seluruhi saranai Pengamanani dan saranai lain yangi dapati 
menyebabkani timbulnyai Gangguani Keamanani dan Ketertiban.i  

2. Saranai Pengamanani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) meliputi:i  
a. senjatai apii 
b. peralatani hurui harai 
c. kuncii dani gemboki 
d. peralatani komunikasii 
e. ruangi kontroli 
f. alati pemadami kebakarani  
g. kendaraan.i 

Dengan adanya pengaturan yang berkaitan dengan proses pengamanan Lapas dapat 
menjadikan sebagai pedoman para petugas Lembaga Pemasyaratan dalam menjalankan 
tugasnya dengan baik serta menjadikan payung hukum bagi petugas dalam menjalankan 
kinerjanya. 

D. Faktor penghambat dalam pelaksanaan proses pengamanan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan yang sudah di 
Jelaskan di atas faktor penghambat dalam proses pengamanan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur antara lain: 

1. Sarana dan prasarana pengamanan yang masih kurang  
Adanya sarana dan prasarana pengamanan yang baik dan lengkap akan 

berpengaruh terhadap aktivitas Lapas pada seluruh aspek yang ada. Terlebih pada bagian 
pengamanan yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Karena 
dengan lengkapnya sarana dan prasarana pengamanan maka akan optimal pula dalam 
menjaga keamanan Lapas. Seperti dengan disediakannya CCTV pada setiap sudut Lapas 
akan memudahkan para petugas dalam memantau situasi Lapas. 

Namun pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cianjur masih kurangnya dalam 
perlengkapan sarana pendukung pengamanan. seperti masih kurangnya CCTV yang 
tersebar dalam setiap sudut Lapas, tidak adanya body scenner pada pos pengamanan 
pintu utama yang mengecek siapa saja yang masuk ke dalam Lapas yang bertujuan untuk 
meminimalisir terjadinya penyeludupan yang dilakukan oleh pengunjung bahkan 
Petugas. 

2. Pegawai yang kurang berintegritas  
Dalam proses pengamnaan yang pertu ada yaitu integritas seorang petugas, karena 

hal terbesar terjadinya gangguan kamtib pada Lapas sebagian besar ada kaitannya 
dengan para petugas seperti beredarnya narkotika, Handphone yang terjadi di Lapas para 
petugas ikut andil dalam penyebarannya hal ini pun masih terjadi di Lapas kelas IIB 
Cianjur 

3. Jumlah petugas dengan Narapidana terlampau jauh 
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Jumlah petugas sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi pada Lapas karena 
dengan kurangnya petugas akan kurangnya pengawasan yang di lakukan terhadap setiap 
Narapidana. Hal ini yang terjadi pada Lapas kelas IIB Cianjur jumlah petugaas 
pengamanan hanya sebanyak 61 orang sedangkan jumalah Narapidana sebanyak 720 
orang sesuai data yang diambil pada saat penelitian. 

 
PENUTUP 

Pelaksanaan proses pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur 
sesuai dengan Permenkumham No 33 tahun 2015 seperti pencegahan terjadinya 
gangguan kamtib, penindakan serta pemulihan. yang mengacu pada Undang-undang No 
12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan. Namun dalam prakteknya masih terjadi 
beberapa kendala yang menghambat terlaksananya proses pengamanan secara optimal 
diantaranya yaitu : Sarana dan prasarana pengamanan yang masih kurang seperti 
kurang tersebarnya CCTV, body scanner dan X-ray yang tidak ada, hal ini sangat 
mempengaruhi terhadap proses pengaman yang optimal karena fasilitas pendukung 
seperti yang ada di atas sangat membantu pada pelaksanaan pengamanan. selain itu 
Pegawai yang kurang berintegritas dan Jumlah petugas dengan Narapidana terlampau 
jauh sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pengamanan yang optimal. Dengan 
faktor-faktor demikian maka sangat perlu  untuk penambahan fasilitas yang baik, jumlah 
pegawai serta penanaman moral terhadap para pegawai Lapas Kelas IIB Cianjur 
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